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Samarinda,  biwara.co  –  Dua  buah  Peraturan  Daerah  Kaltim
tentang Pencabutan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Reklamasi  dan  Pasca  Tambang,  Nomor  14  Tahun  2012  tentang
Pengelolaan Air Tanah resmi dicabut. Sedangkan satu Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah disepakati direvisi.

Pencabutan  dan  revisi  peraturah  daerah  itu  dilakukan  pada
rapat paripurna ke-40 DPRD Kaltim, Rabu (21/9). Rapat dipimpin
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua
DPRD  Kaltim  Muhammad  Samsun  dan  Seno  Aji.  Hadir  mewakili
Pemprov  Kaltim,  Staf  Ahli  Bidang  Reformasi  Birokrasi  dan
Keuangan Daerah Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan.

Hasanuddin Mas’ud memberikan tanggapan tentang pencabutan dua
Perda  Kaltim  tersebut  dengan  mengatakan  pemerintah  pusat
seharusnya melakukan koordinasi dengan daerah sebelum membuat
kebijakan tercentral itu.
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Menurutnya, daerah yang memahami benar bagaimana kondisinya
termasuk dampak positif dan negatifnya. “Kalau pendapat saya
pribadi, perlu pembahasan lebih lanjut. Kan, ini dari pusat
dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan kerusakannya ada
di daerah,”tuturnya.

Oleh sebab itu pihaknya menilai kalaupun perda hendak dicabut
seharusnya ada narasi dan literasi yang jelas kepada DPRD
sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kinerja  kepada  masyarakat
Kaltim.

Diddy  Rusdiandyah  Anan  menjelaskan  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2O2O  tentang  Cipta  Kerja  diundangkan  dalam  rangka
mendukung  cipta  kerja  yang  memerlukan  penyesuaian  berbagai
aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,
perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,
kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan
percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan
perlindungan kesejahteraan pekerja.

Perubahan  Kedua  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016
diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  Penanaman
Modal  non  tipelogi  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Kedua,  Rumah  Sakit  Daerah
sebagai  unit  organisasi  bersifat  khusus  yang  memberikan
layanan  secara  professional  dan  memiliki  otonomi  dalam
pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  daerah  serta  bidang
kepegawaian. Ketiga, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah. “Dengan dibatalkannya pemberlakuan UU Nomor 7
Tahun  2004,  maka  acuan  Perda  Nomor  14  Tahun  2012  tentang
Pengelolaan Air Tanah menjadi tidak berdasar hukum. Oleh sebab
itu  maka  Pemerintah  Daerah  mengusulkan  untuk  dilakukan
pencabutan atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Air Tanah dan dinyatakan tidak berlaku,” jelasnya.



Terbitnya UU Nomor 3/2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor
4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sejak
tanggal 11 Desember 2020, pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara mulai dari perizinan, pembinaan, monitoring sampai
dengan  pengawasan  kewenangannya  dilakukan  oleh  Pemerintah
Pusat,  dalam  hal  ini  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral. “Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 disusun dengan
mengacu  ke  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  sehingga  sudah  tidak
relevan lagi pemberlakuannya,” pungkasnya. (Nn/Adv/DprdKaltim)


